
WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 30 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 

119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.7/2020 tentang Percepatan 

Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (covid-19), serta Pengamanan Daya Beli 

Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka penyesuaian 

pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan 

rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan 

Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan 

memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah 

serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti 

pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan 

ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat 

mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi 

daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan 

perekonomian dengan melakukan perubahan terhadap 

Peraturan W alikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 ten tang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Mojokerto tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota 

Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 ten tang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota 

Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398}; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3242); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Vi,us Disease 2019 (COVJD-19) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6487); 

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 

tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 
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37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Vims Di.sease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2020 

tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 
2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Vims Di.sease 

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 250); 

39. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 

tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
Kepada Propinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubemur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 75 

Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Kepada Propinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa 
Timur Tahun Anggaran 2020; 

40. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007, 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

41. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 

2017 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 

42. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 

43. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu; 



8 

44. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Pajak Daerah; 

45. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 

tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 

2019 Nomor 22/ A}; 

46. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Betita Daerah Kota Mojokerto 

Tahun 2019 Nomor 59 / A) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 

99 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 85 /A); 

Memperhatikan: 1. Instruksi Menteti Dalam Negeti Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan 

Pananganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) di 

Lingkungan Pemetintah Daerah; 

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ 

tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan 

Pemetintah Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 99 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 
99 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Betita Daerah Kota 

Mojokerto Tahun 2019 Nomor 59/A), diubah sebagai betikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 1 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

1. Semula 
2. Bertambah / (berkurang} 

Jumlah Pendapatan, setelah perubahan 

2. Belanja 

a. Semula 
b. Bertambah / (berkurang) 

Jumlah Belanja, setelah perubahan 

Surplus/(defisit), setelah perubahan 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1. Semula 
2. Bertambah / (berkurang) 

Jumlah Penerimaan, setelah 
perubahan 

b. Pengeluaran 

1. Semula 

2. Bertambah / (berkurang) 
Jumlah Penerimaan, setelah 
perubahan 
Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, 
setelah perubahan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

885.815.848.000,00 

(72.023.570.805,00) 

813. 792 .277 .195,00 

Rp. l.020.449.023.400,00 

Rp. (72.023.570.805,00) 

Rp. 942.472.455.595,00 

Rp. (128.680.178.400,00) 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp 

Rp 

128.680.178.400,00 

128.680.178.400,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan W alikota ini. 

3. Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD, pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan W alikota ini. 

4. Lampiran III pada bagian beberapa penerima hibah diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

5. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 
Sosial yang diterima (tetap tidak berubah). 
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Pasal II 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 23 April 2020 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 23 April 2020 

___ s---:DAERAH KOTA MOJOKERTO 

HARLISTYATI, S.H., M.Si. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19610519 198603 2 006 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 91/A 




